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DESAIN DAN STANDARDISASI JABATAN ASN

Jabatan 
ASN

1

2 3
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Pemenuhan 
Kebutuhan 
Strategis dan 
Layanan Dasar 
sesuai Keahlian

Mobilitas Talenta 
Instansi dan 
Nasional

Basis Karier dan 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi 
Organisasi

• Penyelarasan 
dan 
Simplifikasi 
Jabatan 
• Tantangan  

Global
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PENGEMBANGAN 
TALENTA DAN KARIER

Kualifikasi

Mempertimbangkan:

Kompetensi

Kinerja

Kebutuhan Instansi 
Pemerintah

MOBILITAS TALENTA

D
ila

ks
an

ak
an

 m
el

al
ui

:

Dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah

Antar Instansi Pemerintah

Ke Luar Instansi Pemerintah

Mobilitas Talenta Berdasarkan 
Sistem Merit

Adil

Prinsip:

Terencana

Terbuka

Tepat Waktu

Akuntabel

Bebas dari Intervensi Politik

Bersih dari Praktik KKN

Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Manajemen Talenta yang 
mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi 
organisasi guna mewujudkan prioritas pembangunan nasional . 

Tujuan Manajemen Talenta:

a) Mengakselerasi pencapaian tujuan strategis pembangunan 
nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b) Mempersiapkan rencana suksesi di Instansi Pemerintah; dan 
c) Memperoleh, mengembangkan, mempertahankan, dan 

mengoptimalkan pemberdayaan talenta.
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Peran dan Kewenangan PPK & PyB Dalam 
Pengembangan Karier ASN

Presiden selaku pemegang 

kekuasaan pemerintahan 

dalam pembinaan Pegawai ASN 

dapat mendelegasikan 

kewenangan menetapkan 

pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pejabat selain 

pejabat pimpinan tinggi utama, 

selain pejabat pimpinan tinggi 

madya, dan selain pejabat 

fungsional tertinggi

a) MENTERI DI KEMENTERIAN;

b) PIMPINAN LEMBAGA DI 

LEMBAGA PEMERINTAH 

NONKEMENTERIAN;

c) PIMPINAN SEKRETARIAT DI 

LEMBAGA NEGARA DAN 

LEMBAGA NONSTRUKTURAL;

d) GUBERNUR DI PROVINSI; DAN

e) BUPATI/WALIKOTA DI 

KABUPATEN/KOTA. 

RUANG LINGKUP
PENGATURAN
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• Presiden dapat mendelegasikan 

kewenangan pembinaan Manajemen 

ASN kepada Pejabat yang Berwenang di 

kementerian, sekretaris jenderal/ 

sekretariat lembaga negara, sekretariat 

lembaga nonstruktural, sekretaris daerah 
provinsi dan kabupaten/kota. PyB

Psl 30

”Pejabat lain yang 

ditentukan oleh Presiden” 

termasuk Jaksa Agung, 

Kepala Kepolisian 

Negara Republik 

Indonesia, dan Kepala 

Badan Intelijen Negara. 

Kewenangan 

pengangkatan, 

pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai 

ASN 
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PENGUATAN BUDAYA KERJA DAN CITRA INSTITUSI

Setiap Instansi Pemerintah WAJIB melakukan upaya INTERNALISASI
nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya 

Nilai Dasar Kode Etik Kode Perilaku

Panduan ASN dalam berperilaku 
dan membangun budaya kerja dan citra institusi 



Standardisasi Jabatan ASN
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Perencanaan 
dan Pengadaan 

ASN
(PermenpanRB

No. 6/2024)

Jabatan
Pelaksana 

1

2 3

4

Standar
Kompetensi Jabatan

(PermenpanRB No. 45/2022,
Kepmenpan No. 11/2024)

Jabatan
Fungsional 

(PermenpanRB No. 1/2023)

(PermenpanRB No. 38/2017)

Evaluasi Jabatan→ 
Kelas Jabatan

(PermenpanRB No. 34/2011,
PermenpanRB No. 39/2013)

Pengelolaan
Kinerja ASN

(PermenpanRB No. 6/2022)

Pola Karier PNS
(PermenpanRB No. 22/2021)



PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR 
SIPIL NEGARA 

Formasi 
Aparatur 
Sipil 
Negara

1. Formasi CASN

2. Formasi 
Pengangkatan 
Pertama

3. Formasi 
Perpindahan 
Jabatan

4. Formasi Inpassing

5. Formasi 
Penyetaraan 

• Penetapan 
Formasi
• Persetujuan 

Formasi

• Anjab dan ABK
• Peta Jabatan
• Uji Kompetensi
• Rekomendasi IP
• Penilaian Kinerja



Pengembangan Karier ASN

Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara

Berjenjang Bagi PNS1

Penugasan Anggota Polri atau Prajurit TNI Pada 
Instansi Pusat  Tertentu (Jabatan Tertentu) 

Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif
2

Jabatan Tertentu yang dapat diisi oleh 
Non PNS melalui Seleksi Terbuka dan 

Kompetitif
3

Manajemen Talenta 
ASN

4 Penugasan Presiden Untuk  JPT 
Utama atau Madya Tertentu

5

Kedudukan Dalam Jabatan

JA, JF, JPT1

JPT Utama, JPT Madya Tertentu , Jabatan 
Pelaksana, Jabatan Fungsional3

Seleksi Terbuka dan 
Kompetitif6

11

Pengawas, 
Administrator, JPT

2

Akuisisi1

Retensi3

Pengembangan2

Penempatan4
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Aspek Terdiri Atas:
a) Sub-Aspek 
b) Indikator

c) Tingkatan Penyelenggaraan terdiri atas:
• Ketersediaan: mengukur pemenuhan prasyarat dasar penerapan sistem merit
• Kualitas: mengukur pemenuhan standar atau norma penerapan sistem merit 
• Pemanfaatan: mengukur kebermanfaatan penerapan sistem merit secara terintegrasi antar aspek dan berkelanjutan

GDRBN Sasaran 2

Maturitas Penerapan 8 Aspek Sistem Merit Faktor Koreksi 
Sistem Merit

Perencanaan 
Kebutuhan & 
Standardisasi 

Jabatan

Terciptanya Aparatur Negara yang Berkinerja Tinggi dan Kompeten

Pelayanan Publik Berkualitas

Kepuasan dan Keterikatan Pegawai ASN

Pelanggaran 
prinsip meritokrasi

Transformasi Tata Kelola ASN berbasis Sistem Merit

Penguatan 
Budaya Kerja 

& Citra 
Institusi

Manajemen 
Talenta

Penghargaan 
& Pengakuan

Pengelolaan 
Kinerja

Disiplin,
Pemberhentian, 

& Upaya 
Administratif

Pengembangan 
Kompetensi

Digitalisasi 
Manajemen 

ASN

RPJMN

Penyelesaian 
Tenaga Non ASN

Lainnya sesuai 
dinamika/isu 

manajemen ASN 

Indeks Sistem Merit di tahun 2029: 0,65 (Menengah)

MODEL SISTEM MERIT TAHUN 2025-2029

Kepuasan Pegawai ASN terhadap 
penyelenggaraan Sistem Merit

Keterikatan Pegawai ASN terhadap 
Organisasi

75% 25%

% IP minimal “Menengah” di tahun 2029: 54%
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MATURITAS & PREDIKAT PENERAPAN SISTEM MERIT

Perencanaan Kebutuhan &
Standardisasi Jabatan
Manajemen Talenta
Pengelolaan Kinerja
Pengembangan Kompetensi
Penguatan Budaya Kerja &
Citra Institusi
Penghargaan & Pengakuan
Disiplin, Pemberhentian, & 
Upaya Administratif
Digitalisasi Manajemen ASN

Perencanaan Kebutuhan
Pengadaan
Pengembangan Karier
Promosi & Mutasi 
Manajemen Kinerja
Penghargaan, Penggajian, & 
Disiplin
Perlindungan & Pelayanan
Sistem Informasi

10%

10%

30%

10%

20%

10%

4%

6%

10%

20%

14%

16%

10%

10%

10%

10%

bobot

ASPEK SISTEM MERIT BARU
ASPEK SISTEM MERIT LAMA

bobot

1. Tinggi

2. Menengah

3. Lanjutan

4. Dasar

1. Sangat Baik

2. Baik

3. Kurang

4. Buruk

MAJU

MT
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